ABSTRAK
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Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah
membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui Instruksi Presiden Nomor
9 Tahun 2025 sebagai strategi penguatan ekonomi desa dan pemerataan
kesejahteraan masyarakat. KDMP dirancang sebagai lembaga ekonomi rakyat
berbasis kebersamaan dan kemandirian, namun dalam pelaksanaannya masih
ditemukan persoalan terkait aspek legalitas kebijakan dan efektivitas peran koperasi
dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa..

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) eksistensi Koperasi Desa Merah
Putih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari peraturan
perundang-undangan perspektif teori negara kesejahteraan yang menegaskan
tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, dan (2) eksistensi
Koperasi Desa Merah Putih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditinjau
dari perspektif figih siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertujuan menganalisis
eksistensi Koperasi Desa Merah Putih dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan perspektif teori
negara kesejahteraan dan figih sivasah dusturiyah

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
yuridis-normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian
dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, teori, dan
doktrin yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Koperasi Desa Merah Putih
memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai perwujudan prinsip demokrasi
ekonomi dan asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945 serta sejalan dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan regulasi-
regulasi lainnya. Dalam perspektif teori negara kesejahteraan, eksistensi KDMP
berfungsi sebagai instrumen negara dalam pemerataan ekonomi dan pemberdayaan
masyarakat desa, sedangkan dalam perspektif figih siyasah dusturiyah, eksistensi
KDMP selaras dengan prinsip kemaslahatan umum, keadilan distributif, amanah,
dan perlindungan harta masyarakat, sehingga mencerminkan sinergi antara hukum
positif nasional dan nilai-nilai Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat
desa yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan KDMP menjadi
representasi sinergi antara hukum positif nasional dan nilai-nilai Islam dalam
menciptakan kesejahteraan masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan.
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ABSTRACT

The thesis entitled “The Existence of Koperasi Desa Merah Putih in Realizing
Community Welfare Reviewed from Statutory Regulations, Welfare State Theory,
and Figh Siyasah Dusturiyah” was written by Renita Sukma Wicatri, Student 1D
1860103221073, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Law,
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, under the supervision of Dr. Abdul
Khoir Wattimena, M. H.
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In order to realize the vision of Indonesia Emas 2045, the Government of
Indonesia established the Merah Putih Village Cooperative (Koperasi Desa Merah
Putih/KDMP) through Presidential Instruction Number 9 of 2025 as a strategy to
strengthen the village economy and promote equitable community welfare. KDMP
is designed as a people-based economic institution founded on the values of
togetherness and self-reliance; however, its implementation has raised several
issues, particularly concerning policy legality and the effectiveness of cooperatives
in supporting village community welfare.

This research addresses two main issues: (1) the existence of the Merah
Putih Village Cooperative in realizing community welfare from the perspective of
statutory regulations within the framework of welfare state theory, which
emphasizes the state’s responsibility to ensure public welfare; and (2) the existence
of the Merah Putih Village Cooperative in realizing community welfare from the
perspective of figh siyasah dusturiyah.

This study employs normative legal research with a juridical-normative
approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were
collected through library research and analyzed using descriptive qualitative
methods by interpreting relevant legal norms, theories, and doctrines. The findings
indicate that the existence of the Merah Putih Village Cooperative has strong legal
legitimacy as an embodiment of the principles of economic democracy and the
principle of kinship as stipulated in Article 33 of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia, and is in line with Law Number 25 of 1992 on Cooperatives
and other related regulations. From the perspective of welfare state theory, the
existence of KDMP functions as a state instrument for economic redistribution and
village community empowerment. Meanwhile, from the perspective of figh siyasah
dusturiyah, the existence of KDMP is consistent with the principles of public
welfare (maslahah ‘ammah), distributive justice, trust (amanah), and the protection
of community property, thereby reflecting a synergy between national positive law
and Islamic values in realizing fair and sustainable village community welfare.
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